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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi seperti saat ini, bagi suatu lembaga atau organisasi sangatlah penting apabila mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna menjalankan berbagai tugas yang dilakukan. Dari sekian banyak sumber daya yang ada, sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan lembaga atau organisasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia (Zainun, 1994 : 52) Mengelola sumber daya manusia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena sumber daya manusia sulit untuk diprediksi. Tiap individu memiliki keunikan tersendiri. Mereka mempunyai kebutuhan, ambisi, sikap, kehendak, tanggung jawab, serta potensi yang berbeda-beda. Untuk menyatukan individu dengan karakteristik yang berbeda-beda dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama, maka dibutuhkan peran seorang pemimpin.
Dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang harus mampu berperan aktif dalam memajukan suatu lembaga atau organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus mampu membimbing bawahannya untuk mampu bekerja lebih giat dan sungguh-sungguh agar mampu mencapai tujuan. Kepemimpinan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perilaku organisasi, salah satunya adalah kinerja (George and Jones, 2012 : 14). Sikap atau kebijakan yang diambil seorang pemimpin sedikit banyaknya akan mempengaruhi kinerja para pegawai.
Pegawai negeri sipil adalah pekerja di sektor publik yang bekerja pada pemerintah pada suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen ini juga dikategorikan sebagai pegawai negeri sipil. Mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus bekerja dengan sepenuh hati dan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan kepentingan masyarakat. Pada era sekarang ini masyarakat menuntut kinerja pemerintah yang jujur, adil, transparan dan bebas dari korupsi. Jadi sudah sepantasnya apabila pegawai negeri sipil mempunyai etos kerja yang kuat dan mampu memberi kontribusi maksimal guna terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.
Pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja lebih profesional, bersih dan beretika. Selain itu organisasi-organisasi pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu berjalan selaras dengan lingkungan sekitar guna menghadapi setiap masalah yang akan terjadi. Terkait hal tersebut pada saat era reformasi birokrasi saat ini telah berlangsung di hampir seluruh lapisan organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah guna mencapai pembangunan nasional.
Banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk melakukan pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah. Orang tidak akan berubah dengan sendirinya hanya karena diperintah, dan hanya akan berubah apabila yang bersangkutan mau melakukan perubahan atas keinginan sendiri. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, seorang aparatur negara harus bisa meningkatkan kinerjanya secara optimal, tetapi hal itu harus didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pemenuhan kualitas SDM yang kurang memadai justru akan menghambat proses kinerja organisasi secara keseluruhan.
Sebagai bagian dari pemerintah, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Karawang sebagai salah satu lembaga yang belum lama terbentuk, telah berusahan melaksanakan reformasi birokrasi dalah berbagai hal, seperti kedisiplinan dalam jam kerja dan pemakaian seragam, tertib administrasi dalam surat menyurat dan pendokumentasian serta meningkatkan target pencapaian kerja yang optimal seperti laporan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serapan anggaran KPU, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KPU setiap bulannya.
[bookmark: _GoBack]Pada kenyataannya, menurut pengamatan penulis hal-hal tersebut diatas belum dapat dilaksanakan dengan baik. Tinggi rendahnya kinerja pada diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi (Amstrong, 2009 : 317). Tidak optimalnya kinerja pegawai dimungkinkan karena kepemimpinan yang tidak sesuai, hal ini terlihat dari banyak para pimpinan yang belum dapat memberikan contoh /tauladan dan motivasi yang baik kepada para pegawainya. Kebanyakan pemimpin belum bisa membingbing dan mengarahkan pegawainya untuk melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas yang ada. Budaya kerja yang belum diterapkan secara optimal dan jauh dari harapan. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar pegawai sangat sulit mengubah kebiasaan lama menjadi perilaku baru yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Mereka menjalankan pekerjaan hanya karena rutinitas tanpa adanya inovasi dan kebanggaan akan hasil yang dicapai. Sebagian besar pegawai juga terlihat kurang bersemangar (termotivasi) untuk selalu belajar meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.
Untuk dapat mewujudkan kepemrintahan yang baik (good governance) dalam bentuk nyata yaitu tercapainya kinerja pegawai yang maksimal, KPU membutuhkan SDM yang professional dan berkompeten di bidangnya. Hal yang paling mendasar untuk mendukung tercapainya good governance adalah pentingnya peran besar seorang pimpinan melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam tubuh KPU akan terwujud.
Kurangnya profesionalitas dan kompetensi pegawai dapat dilihat dari cara kerja mereka yang tidak tepat waktu dan output yang dihasilkan kurang akurat serta tidak adanya kreatifitas dalam bekerja. Disiplin kerja juga masih sangat kurang, hal ini nampak dari masih banyaknya keterlambatan dalam penyelesaian tigas/pekerjaan.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup juga akan mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai. Dari pengamatan yang ada, jumlah saran kerja di KPU Kabupaten Karawang terutama computer, printer dan internet belum cukup memadai. Agar para pegawai yang bekerja dapat memberikan yang terbaik bagi organisasi, maka pemberian motivasi terhadap pegawai sangat penting untuk dilakukan dan hal ini harus segera ditanggapi oleh para kepala bagian atau atasan tentang bagaimana cara dalam memberikan motivasi agar para pegawai dapat langsung merasakan dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila dalam pemberian motivasi kepada pegawai kurang efektif, maka hal tersebut akan berdampak langsung terhadap kinerja pegawai. Kemampuan dalam pemberian motivasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin tersebut. Menurut Tjahjono dan Gunarsih (2005) tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi sebagai dampak krisis ekonomi global, beban kebutuhan hidup pegawai semakin tidak terpuaskan. Hal ini berakibat pada menurunnya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Seperti yang telah dikemukakan dalam salah satu teori motivasi, teori hirarki kebutuhan dari Maslov, dari kelima kebutuhan (fisiologis, keamanan, social, penghargaan dan aktualisasi diri) dengan keterbatasan sumber-sumber yang ada pada manusia, pengaruh perekonomian, serta pengaruh lain maka kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin sulit untuk terpenuhi yang akhirnya membawa dampak negative terhadap kinerja pegawai.
Sofo (2003 : 84) memandang budaya kerja kerja sebagai sesuatu yang mengacu pada nilai, keyakinan, praktek, ritual dan kebiasaan-kebiasaan dari sebuah organisasi. Seperti halnya setiap kepribadian individual, suatu budaya organisasi memberikan suatu pola yang dapat diduga dan pengharapan yang mengacu pada bagaimana memecahkan masalah, bagaimana karyawan berprestasi, berpikir dan berperasaan mengenai solusi yang telah digunakan di waktu yang lalu untuk menghadapi berbagai masalah, bagaimana ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) ditentukan.
Budaya kerja yang dikembangkan oleh sebuah organisasi harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku setiap anggota organisasi tanpa merasa terpaksa untuk menyelaraskan antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka dengan tujuan organisasi, dan harus mampu mendorong anggota organisasi dan organisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan, sasaran, presepsi, perasaan, nilai dan kepercayaan, interaksi social, dan norma-norma bersama yng mempunyai arah yang jelas sehingga mereka mampu bekerja dan mengekspresikan potensi mereka dalam arah dan tujuan yang sama, serta dalam semangat yang sama pula.
Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dan kenyataan bahwa tidak mudah untuk mengubah mind set dan cultural set, masih adanya anggapan bahwa budaya kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) lambat, birokratis, malas dan biaya tinggi, masih banyaknya penialaian negative dari masyarakt terhadap kinerja aparatur negara, masih adanya berita-berita tentang pegawai yang dijumpai di pusa-pusat pembelanjaan pada saat jam kerja, masih banyaknya “jam karet” pada penyelenggaraan rapat-rapat dan lain-lain, sehingga mendorong penulis untuk mengambil judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang”.

Identifikasi Masalah
Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, yaitu :
1. Kurangnya pegawai KPU Kabupaten Karawang yang professional dan kompeten di bidangnya;
2. Kurangnya peran serta atasan dalam memberikan bimbingan, arahan serta evaluasi kerja terhadap pegawai;
3. Kurangnya motivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka dikarenakan kurangnya peran serta atasan dalam membingbing;
4. Masih ada pegawai yang cenderung pasif, kurang peka terhadap permasalahan kantor, dan kurang inisiatif;
5. Masih kurangnya disiplin kerja pegawai, seperti dating dan pulang kerja tidak tepat waktu;
6. Budaya kerja yang kurang positif, seperti merokok dalam ruangan ber-AC, kurang menjaga kebersihan dan kerapihan area kerja;
7. Kurangnya saran dan prasarana kantor, seperti computer ATK, printer dan internet;
8. Masih terdapat pegawai yang menunda-nunda penyelesaian pekerjaan.

Pembatasan Masalah
Dari identifikasi masalah tersebut diatas, ternyata masalah peningkatan kinerja pegawai merupakan masalah yang luas, rumit dan kompleks. Mengingat keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya dan tenaga, yang dapat dikerahkan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada aspek masalah-masalah kinerja pegawai sebagai variable dependent dan kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya kerja sebagai variable independent.

Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang?
3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Pada penelitian tesis ini bertujaun sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang.
b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang.
c. Untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai KPU Kabupaten Karawang.

Kegunaan Penelitian
a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia khususnya pada kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya kerja sebagai bahan pembanding antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan;
b. Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemimpin/kepala bagian di lingkungan KPU Kabupaten Karawang;
c. Diharapkan bisa menjadi suatu bahan referensi penelitian bagi para mahasiswa berikutnya yang meneliti sama dengan penelitian yang penulis laksanakan;
d. Diharapka bisa menjadi bahan referensi bagi kalangan mahasiswa maupun umum yang ini mengetahui aspek-aspek sumber daya manusia.
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